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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD Provinsi
dari KKN. 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan
Pemenntah Nomor 13 Tszhun 2012 Laporan dan Evaluzs: Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
_ Peratluran Daerah Provinsi Kepulzuan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
_ Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beltung | o s —

KETERKAITAN , ] - PERALATAN / PERLENGKAPAN o

Format LPPD

Laporan Realisasi Keuangan
Dzt ¢an Informas Capman Kinera OPD Proving

Uolad

-

w

SOP Alur surat masuk dan surzt keluar
Data dan Informasi asset PD
Perangkal Komputer

|
i

W de G P e

|

- PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN I
P, maka aran mengakibatkan penyus ‘
{ wakiu yang skan mempengaruhi hasil evaluasi |

" Jika tidak dilaksanskan sesuzi S cnan LPPD | Ing -Ta'_’;;R}r;-:-qa Kunacr (IKK)
tidak zkan berjalan lancar dan 1€pa
_ kinerja pemenntahandaersh.

Dipindai dengan CamScanner




PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- KTIVITAS ; PPELAKSA";? . MUTU BAKU
Gubernur | Sekd S5 F'em o Tim PD
‘ . EHta & Kesra | Pemerintahan | Asistensi | Provinsi Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan :

1. | Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran Mulai ‘ Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
sebelumnya Dalam Negeri Dalam Negerl
Gubernur memberi disposisi secara berjenjang kepada Sekretaris

2. | Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro > > Disposisi surat 1 hari Disposisi surat
Pemerintahan
Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti surat tersebul kepada

3. | Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Surat dan SK 3 hari Surat dan SK
Bangka Belitung, menyusun SK Tim Kegiatan dan SK Tim Asistensi T

y

4 Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi IKK LPPD kepada PD Manual penyusunan 2 hari Manual penyusunan

| Provinsi dan Kabupaten/ Kota - LPPD ¢ han LPPD

5 Perangkat Daerah menyusun LPPD masing-masing sesuai dengan Format penyusunan 1 bulan Format penyusunan

" | ketentuan dan petunjuk teknis yang tersedia. LPPD LPPD
Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Y "

6 menyampaikan LPPD sesuai format dan matriks yang tersedia P f LPPD sementara 1 hari LPPD sementara

" | kepada Biro Pemerintzhan untuk divalidasi dan diverifikasi = masing-masing PD masing-masing PD
kelengkapan data. A
Tim Asistensi Provinsi Kepulzuan Bangka Belitung melakukan

1 minggu Data LPPD

~1

pengukuran kinerje, mengkaji dan menganalisis hasil pengukuran
kinerja masing-masing PD untuk dijadikan barometer penilaian

>/>__-{ Tidek Data LPPD
|

_

mandiri pedz tingkat provinsi.
Data hasil kajian dan anzlisis kinefja PD yang telah lengkap
Lzaporen  Penyelenggaraan

Ya
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\ Dokumen LPPD \ 1 han

\ Dokumen LPPD

8. | ditugngkan  dalem  rencencan
| Pemerintahan Daerzh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ] ‘1' i i

Firo Pemerintahizn melzhukan proses finalisasi dan pengeditan Draft Final Dokumen 1-2 \ Draft Final Dokumen
. | rencangan  Laporan  Penyelenggeraan  Pemerintahan  Daerah LPPD minggu LPPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T

Pengajuan secara berjenjang Kepala Biro Pemerintahan, Asisten v Bara cordines
0 Pemerintahan dan Kesra, Sekreteris Daerah tentang Laporan <— Dokumen LPPD 1 hari Perselujuan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh kepada Gubernur untuk L—

disetujui dan ditandatangani.
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Gubermur menyetujui dan menandatangani Laporan [l \
11 | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Dakumen Resmi LPED 1 hani Dakumen Resmi | PPD
Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Menter Dalam Negen
12 | Menggandakan dokumen LPPD Provins| Babel ¥ l Dakumen Besmi LPED 3 hari Dokumen Resmi LPPD
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